
BUPAT寡LAMPUNG SELA丁AN
INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG SELATAN　　、

NOMOR　6　TAHUN2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN P羅MBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SERTA

MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CO尺ONA lr択US DJS励ASE 20J 9

DITINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDAL[AN

PENYEBARAN COROⅣA VI尺US DISEASE 2O 19

DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2O22 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Maeyarakat Leve1 3,

Leve1 2, dan Leve1 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Coroれa協調S

Disease　2O19　di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian

Penyebaran CoγOれa l脇rL‘S Disease　2019　di Wilayah Sumatera, Nusa

Tenggara) Kalimantan? Sulawesi, Maluku) dan Papua’ dan Instruksi

Gubemur Lampung Nomor　7　Tahun　2022　tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada kriteria Leve1 3, Leve1 2 dan Leve1 1

Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Cbroれa協調/S Disease 2O19. di

Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebanan CoγOna協調S

Disease 2019 di Provinsi Lampung, dengan ini menginstruksikan :

Kepada　　: 1. Forkopimda Kab. Lampung Selatan

2.馳npinan Perangkat Daerah Se- Kab.Lam-Se1

3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Lam-Se1

4. Direktur RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. LS

5. Dircktur Rumah Sakit Swasta Se-Kab Lamse1

6. Camat Se- Kabupaten Lampung Sdatan

7・ Lurah dan Kepala desa Se- Kab.LamSe1

8・ Pimpinan PaIPOl di Kabupaten Lampung Selatan

9. Pinpinan Perguruan Tinggi Negeri-Swasta di Kab. LS

lO.Hmpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan di Kab. LS
l l.Ke亡ua Majelis Ulama Indonesia Kab. Lam-Sel

12・馳npinan Organisasi Keagamaan dan Organisasi

Masyarakat di Kab. Lam-Se1

13・Ketua PD Dewan Masjid di Kab, Lam-Sel

14.Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah di Kab. LS

15・Pengusg血a Restoran/Rumah Makan/Kafe/Warung

Makan di Kab. Lam-Sel

16. Pengusaha Perhotelan Kab. La皿-Se1

17.Hmpinan Asosiasi Jasa Konstruksi di Kab. La皿-Se1

1 8・ Hmpinan/ Pengelola Tempat Hiburan, Objdk Wisata,

Game On血e, WaI皿et,　Tempat Olah Raga,

Salon/K血1ik Kecantikan dan Kegiatan Usaha s匂enis

lainnya di Kab.続虹n-Se1

1 9. Seluruh Warga Masyarakat Kab. Lam-Sel



Untuk

KE SATU

KEDUA

KETI GA

Menetapkan dan mengatur PPKM kriteria leve1 2 (du生)

Pada Kabupaten Lampung Selatan;

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada

diktu m ke satu b erp edoman p ad a In dikator

Penyesuaian Upaya Kesehatan Ma軍yarakat dan

Pembatasan Sosial dalam Penangg皿langan Pandemi

Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan

ditambahkan dengan indikator capaian total¥ Vaksinasi

dosis 2 (du年) dan vaksinasi larljut usia di atas 6O (enam

Puluh) tahun dosis l (Satu), dimana level PPKM
kabupaten dinaikan l (Satu) 1evel apabila capaian total

藷業苦i註(監蓋gl霊:霊‡雷雲霊を
(enam puluh) tahun dosis l (Satu) kurang dari 60%
(enam puluh persen).

PPKM Leve1 2 (dua) pada kabupaten sebagaimana dimaksud

Pada diktum kesatu dilakukan dengan menerapkan kegiatan

Sebagai berikut:

a. pelaksanaan kegiatan pembelaja鵬m di satuan Pendidikan

dapat dilaksanakan melalui pembel勾aran tatap muka

terbatas dan/atau pembelalaran jarak jauh berdasarkan

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Riset dan TeknoIogi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan

Menteri Dalam Negeri Nomor O5/KB/2021, Nomor 1347

Tahun 202 1, Nomor HK.Ol.08/MENKES/6678/2021, Nomor

443-5847 Tahun 202 1 tentang Panduan Penyelenggaraan

Pembelajaran di Masa Pandemi CorlOaれ訪れtS DiseαSe 20」 9

(COV工D賀19);

b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran / tempat ke寄a

(Pehantoran Peme血tah/　Kementerian/　Lembaga/

Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swast年)

dengan menerapkan Wbhe華o肌Hb肌e (WFH) sebesar 25%

(dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) yang dilakukan dengan:

1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2. pengaturan waktu ke車a secara bergan債an;

3. pada saat WFH tidak melakukan mob址sasi ke daerah

la血; d狐

4. pemberlakuan WFH dan WFO disesualkan dengan

Pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-

masing Peme血tah Daerah.

C. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seper缶,

kesehatan termasuk didalarmya Pos Pelayanan Terpadu

(Poayandu), bahan pangan, makanan, m血uman, energi,

komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, Perbankan,

Sistem pembayaran, PaSar mOdal, logistik, Perhotelan,

konstruksi, indust正　strategis, Pelayanan dasar, u也itas

Publik, PrOyek vital nasional dan industri yang ditetapkan

Sebagai objek vital nasional serta o切ek tertentu, temPat

yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaltan

den蟹m kebutuhan pokok maayarakat (PaSar, tOko, SWalayan

dan supermarket) balk yang berada pada lokasi tersendiri

maupun yang berlokasi pada pusat perbelartiaan/ma11 tetap

dapat beroperasi lOO% (SeratuS PerSen) dengan pengaturan

jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol

kesehatan secara lebih ketat;



d. industri dapat beroperasi lOO% (SeratuS PerSen) dengan

PeneraPan ProtOkol kesehatan secara lebih ketat, namun

apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka

industry bersangkutan ditutup selama 5 (1ima) hari;

e. pasar tradisional, Pedagang kaki lima, tOko kelontong,

agen/Ou廿et voucher, barbershop/ pangkas rambut, 1aundry,

Pedagang asongan, PaSar loak, PaSar burung/unggas, PaSar

basah, PaSar batik, bengkel kecil, CuCian kendaraan, dan

lain-1ain yang s匂enis diizinkan buka dengan protokol

kesehatan ketat, memakai masker, menCuCi tangan,

handsanitizer, yang Pengaturan teknisnya diatur oleh

Pemerintah Daerah ;

f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada

雨arung makan/warteg, Pedagang kaki lima, lapak jajanan

dan sqenlSnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan

ketat, memakai masker, menCuCi tangan, handsa動静あer,

yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

g・ Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada

rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi

tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat

Perbela可aan / ma11 :

1. makan/minum di tempat sebesar 75% (t可uh puluh lima

Puluh persen) dari kapasitas;

2.jam operasional dibatasi sampai dengan Puku1 21.00

Waktu setempat;

3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa

Pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu
SetemPat ;

4. untuk restoran yang hanya melayani pesan- antar/dibawa

Pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat)
Jam; dan

5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka l) sampai dengan angka　4) dilakukan deng{m

PeneraPan Protokol kesehatan secara lebih ketat;

h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbela両aan/ma11/ PuSat

Pe重dagangan :

1. pembatasan jam operasional sampai dengan Puku1 21.OO

Waktu setempat; dan

2. pembatasan kapasitas pengu可ung sebesar 75% (tujuh

Puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli

Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur

Oleh Pemerintah Daerah,

i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi

tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat

Perbelar寄aan/ma11 untuk wilayah yang berada dalam:

1.w勾ib meng糾nakan aplikasi Peduli Lindungl untuk

melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan

yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua

PengunJung dan pegawai;

2. kapasitas maksima1 75% (tujuh puluh lima persen〉 dan

hanya pengu叫ung dengan kategori H鵡au dalam Peduli

Lindungl yang boleh masuk;

3. anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun

W萄ib didampmgl Orang tua dan menu垂ukan buk缶

Vaksinasi minimal dosis pertama;



4. restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani

makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengur寄u撃

75% (t可uh puluh lima persen), 2 (dua) orang permqa

dan menerima makan dibawa pulang/de的e7U/きaたe

a標/ag dengan penerapan protokol kesehatan secara

ketat;

5.mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan

Kementehan Kesehatan ;

j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan

lokasi proyek) dapat beroperasi lOO% (SeratuS PerSen〉

dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

k. pelaksanaan kegiatan ibadah (Pada tempat ibadah di

葦聾l霊l言霊悪霊窪ぎ葦議篭る葦詳
Puluh lima persen) dah kapasitas atau 75 (tujuh puluh
lima〉 dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih

ketat serta memperhatikan pengaturan teknis da正

Kementerian Agama;

l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum,

taman umum, temPat Wisata umum atau area publik

lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas

maksima1 75% (tujuh puluh lima persen) dengan

menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan

PrOtokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

皿・ Pelaksanaan kegiatan sem,　budaya dan sosial

kemaayarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat

menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan

dibuka dengan pembatasan kapasitas maksima1 75%

(t巾uh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi

PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang

diatur oleh Pemerintah Daerah;

n・ kegiatan di pusat kebugaran / gym diizinkan buka dengan

kapasitas　75% (tujuh puluh lima persen) dengan

menerapkan protocol kesehatan secara lebih ketat serta

W勾ib meng糾nakan aplikasi PeduliLindungi;

O. reSePSi pemikahan dan kegiatan hajatan (kemaayarakatan)

diizinkan paling banyak　50%　担ma puluh persen) dari

kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

dan tidak ada hidangan makanan ditempat;

P. Pelaksanaan kegiatan rapat, Seminar dan pertemuan luring

(lokasi rapat/ Seminar/Pertemuan di tempat umum yang
dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan

Pal血g banyak　75% (tujuh puluh lima persen) dengan

menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan

PrOtoCOl kesehatan secara lebih ketat yang pengaturanya
lebih la両ut diatur oleh Pemehntah Daerah;

q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal,
taksi (konvensional dan oれ棚n匂, Qjek (Pangkalan dan oれ

碗匂, dan kendaraan sewa/rental), diberlakukan dengan

Pengaturan kapasitas maksimal lOO% (SeratuS PerSen) dan
lOO% (SeratuS PerSen) untuk pesawat terbang menerapkan

PrOtOkol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan
lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daearah;

r. pereyaratan peIjalanan domestik yang menggunakan mobil

Pribadi, SePeda motor dan血ansportasi umum jarak jauh

(PeSaWat udara, bis, kapa1 1aut dan kereta apio) sesuai
dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas

Penanganan COVID青19 Nasional;



KE E MPAT

KEH MA

KEENAM

KETUJUH

S・ tetaP memakai masker dengan benar dan konsisten saat

melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan

Peng糾naan face shield tanpa menggunakan masker; dan

t・ Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan

Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengakti触m

Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria

ZOnaSi pengendalian wilayah.

Pelaksanaan kegiatan　(ez,erLり　　keolahragaan dapat

diselenggarakan di wilayah Kabupaten dengan kriteria leve1 2

(duaらdengan ketentuan sebagai be正kut:

a・ CaPaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam

Puluh persen) ;

b・ Wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19

yang berkoordinasi d engan B adan Nasional

Penanggulangan Bencana;

C. Seluruh pemain, Ofisial’kru media, dan staf pendukung

Wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk

melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk

Pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;

d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima

PenOnton langsung di stadion. Kegiatan menonton
bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;

e. seluruh pemain, Ofisial, kru media, dan staf pendukung

yang hadir dalam kompe伍si w勾ib sudah memperoleh

Vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil

nega償Antigen pada hari pertandingan; dan

f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:

1. mengikuti aturan protokol kesehatan Kementehan

Kesehatan ; dan

2・ dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton

Paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling
banyak 5.OOO (1ima ribu) penonton yang ditentukan

Oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan

Penyelenggara.

g・ Kompetisi Det,eZap肌e請でaZ Baskeめd融Lea9調e (DBL) dapat

dilaksanakan :

1) Mengikuti aturan protocol kesehatan Kementerian

Kesehatan ;dan

2) Dapat dilakukan可i coba dengan menehma penonton

Paling banyak　25% (dua puluh lima persen) yang

ditentukan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh

Indonesia dan Penyelenggara.

Camat/U門Puskesmas setelah mendapatkan suplai vaksin

dah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Segera

dipergunakan sesuai dengan sasaran yang akan di vaksinasi.

Camat dan Kepala Desa/Lurah agar melarang setiap bentuk

aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Camat dan Kepala Desa/Lurah berkoordinasi dan

berkolaborasi dengan TNI, POLRI dan KQjaksaan dalam

mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KEDELAPAN: Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan

PnnSIP Sebagai berikut:



a. COVID-19　paling menular pada kondisi tertutup,

Pertemuan-Pertemuan Panjang (1ebih dari 15　menitら

interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan

bemapas kuat misalnya bemyanyi, tertaWa dan tidak

memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah

PrOtOkol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan

Setiap orang;

C. menCuCi tangan dengan sabun atau I耽れd san枕uzer secara

berulang terutama setelah menyentuh benda yang

disentuh orang lain (SePerti gagang pintu atau pegangan

tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu

dihindari ;

d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi,

Penggunaan maSker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan

Pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah
digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan

mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor

Ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan

dalam beraktivitas;

f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai behkut:

1) beraktivitas dari rumah saja, dan behnteraksi hanya

dengan orang-Orang yang tinggal serumah;

2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu

mengupayakan jarak minima1 2 (dua) meter dalam

berinteraksi dengan orang lain.　mengurangi/

menghindah kontak dengan orang lain yang tidak

tinggal serumah; dan

3) mensosialisasikan berbagai petu可uk visual di tempat

umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-

19,

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai behkut:

1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau

menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi

yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya,

Penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk

mengurangi durasi interaksi;

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagal berikut:

1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan

yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam

ruangan; dan

2) ruangan harus selalu diupayakan untuk mem址ki

Ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela

dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.

Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka,

maka air pur婦er dengan H細れE節窃eれ均P日商ouZate Åfr

(HEPA〉餌ter dapat digunakan di dalam ruangan,

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas,

maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi

mobilitas maeyarakat secara signifikan perlu dilakukan;



j. penguatan　3T (fes轟昭,加oCing, [reat肌e7咽　Perlu terus

diterapkan :

1) testJれg Perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat

pos綿t,王も　調te mingguan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

Perluterusditingkatkan �Jumlahtes(PerlOOO 
上もs掘り垂y調temingguan �Pendudukperminggu) 

<5% �1 

>5%-<15% �5 

>15%-<25% �10 

>25% �15 

KESEMBILAN

fesf玩g perlu terus ditingkatkan dengan target

pos概t,垂y調te <5% (lima persen) ; target teSting harian

adalah jumlah tes harian minimal yang harus

dipenuhi kabupaten/kota; Orang yang terhitung

kedalam target testing adalah suspek dan kontak dari

kasus konfirmasi, bukan orang tidak berg句ala yang

diskhning. Target orang dites per hari untuk

Kabupaten Lampung Selatan dengan target jumlah

test perhari sebanyak 742;

2)　軌αdng perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15

kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu

dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak

erat. Setelah diident範kasi kontak erat harus segera

dipehksa (e所rI手teSt) dan karantina perlu (坤alankan・

Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan

isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu

dilanjutkan karantina. Pada hah ke-5　karantina,

Perlu dilakukan pemeriksaan kembali (e;宙-きeSt) untuk

melihat apakah virus terdeteksi setelah/ selama masa

inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai

karantina; dan

3)加eat肌e融　perlu dilakukan dengan komprehensif

SeSuai dengan berat gQjala. Hanya pasien bergQjala

Sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah

Sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk

mencegah penularan ;

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk

melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini

dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta

mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk

meninggal (SePerti lansia, Orang dengan komorbid)

mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak

jangka panjang dari infeksi COVID- 19.

: Camat dan Kelapa Desa/Lurah agar:

a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta

Janng Pengaman SOCial yang bersumber dari APBD,
apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan

untuk penganggaran dan penyaluran bantuan social

Serta jarring pengaman social dalam mendukung

Pelaksanaan PPKM maka:



KESEPULUH

1 ・ dilakukan rasionalisasi dan/atau relokasi anggaran

dah program/kegiatan yang kurang priohtas pada

anggaran bantuan social serta jarring pengaman

SOSi血;

2. tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan

tambahan pendanaan untuk penganggaran dan

Penyaluran bantuan social力arring pengamanan

SOCial dalam mendukung pelaksanaan PPKM

berpedoman kepada Pasa1 4 dan Pasa1 5 Peraturan

Menteri Dalam Negeh Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus D王sease 2019

di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasa1 3

SamPai dengan Pasa1 6　Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2O20 tentang Pengutamaan

Penggunaan AIokasi Anggaran untuk Kegiatan

Tertentu, Perubahan AIokasi dan Peng糾naan

Anggaran Pendapatan dan Bela可a Daerah;

3・ terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan

BLT-Dana Desa (BLT-DD) :

a) Camat untuk melakukan percepatan evaluasi

APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan

Pearturan Desa mengenai APBDesa, PengeSahan

data KPM oleh Pemerintah Daerah, Perekaman

Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN

SeSual ketentu an peratu ran peru ndang-

undangan; dan

b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan

PenetaPan KPM, dan menindaklarjuti dengan

Pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan

Perundang-undangan ,

b. Melakukan sinkronisasi bantuan social yang berasal

dari pusat dengan bantuan social yang bersumber dari

APBD.

Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi

COVID 19 yang bersumber dah APBD:

a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVrD-19

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang Sela垂utnya di

usulkan dalam rancangan perubahan APBD;

b・ Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a

dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja

Tidak Terduga (BTT) ;

C・ dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemehntah Daerah

melakukan peI可adwalan ulang capalan Program dan

anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi

anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia

yang melalui APBD, dan membehtahukan kepada

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil
alokasi anggaran peIもadwalan ulang capalan PrOgram

dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belar可a tidak

terduga; dan

d・ tata Cara Penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan

PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari

APBD berpedoman pada Peraturan Menteh Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O.



KESEBELAS

KBDUA BELAS

a. dalam hal kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Instruksi Bupati Lampung Selatan ini,dikenakan

Sanksi sebagaimana diatur dalan Pasa1 67　sampai

dengan Pasa1 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014　tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor l l tahun 2O2O

tentang cipta keIja;

b・ untuk pelaku usaha, reStOran, PuSat Perbela車aan,

transportasi umum yang tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi
J Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai

dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan

Perundang-undangan ; dan

a・ Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang

melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian

Wabah penyakit menular berdasarkan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasa1 212

SamPai dengan Pasa1 2 18;

2・ Undang-Undang Nomor　4　Tahun 1984　tentang

Wabah Penyakit Menular;

3・ Undang-Undang Nomor　6　Tahun　2018　tentang

Kekarantinaan Kesehatan ; dan

4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; Serta

5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

yang terka土t.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tang澄a1 15 Maret

2022 sampai dengan tangga1 28 Maret 2022 dan pada saat

Instruksi Bupa也Lampung Selatan ini mulai berlaku, maka

Instruksi Bupati Lanpung Selatan Nomor 5 tahun 2022

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Leve1 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona

Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di

Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Ditetapkan di Kalianda

Pada tanggal lチMaret 2O22

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Tembusan, Yth:

1. Gubemur Lampung.

2・ Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

NANANG ERMANTO
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